SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
No. 494/Kpts-11/1989
TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI PELANGGARAN DI BIDANG
EKSPLOITASI HUTAN DAN PENCABUTAN
HAK PENGUSAHAAN HUTAN

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang: a bahwa berdasarkan Keputusan Menteri  Kehutanan  Nomor
493/Kpts-11/1989 telah ditetgpkan Sanks di Bidang Eksploitas
Hutan;

b. bahwa sebaga tindak lanjut dari Keputusan Menteri Kehutanan
terssbut amar a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan
Menteri Kehutanan tentang Taa Caa Pengenaan  Sanks
Pdanggaran di Bidang Eksploitas Hutan dan Pencabutan Hak
Pengusahaan Hutan.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967,

2. Peauran Pemerintah Nomor 22 tahun 1967 jo. Peraturan
Pemerinta Nomor 21 tahun 1970;



3. Peauran Pemeintah Nomor 21 tahun 1970 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 18 tahun 1975;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1986;

5. Keputusan Presden Nomor 15 tahun 1984 jo. Keputusan Presiden
Nomor 47 tahun 1988;

6. Keputusan Presiden Nomor 64/M tahun 1988;
7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 116/K pts-11/1989;

8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 434/K pts-11/1989.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA
CARA PENGENAAN SANKSI PELANGGARAN DI BIDANG
EKSPLOITASI HUTAN DAN PENCABUTAN HAK
PENGUSAHAAN HUTAN.

BAB I
TATACARA PENGENAAN SANKSI
PELANGGARAN EKSPLOITASI HUTAN

Pasal 1
(1) Berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemeriksaan adanya peanggaran
eksploitas hutan yang dibuat Dinas Kehutanaan Dagrah Tingkat | aau TIM
yang dibentuk secara khusus, Kantor Wilayah Depatemen Kehutanan Proping
aas nama Menteri Kehutanan menetapkan sanks  pelanggaran di bidang
eksploitas hutan, yang berupa:
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penghentian pelayanan administrad; dan/ atau
penghentian penebangan untuk jangka waktu tertentu; dan/ atau
pengurangan target produks; dan / atau
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pengenaan denda.

Sanks seperti tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepda
Kantor Wilayah Departemen K ehutanaan Proping, dengan tembusan kepada:

a. Direktur Jendera Pengusahaan Hutan;

b. Inspektur Jenderd Departemen Kehutanaan;

c. KepaaDinas kehutanaan Dati |.

Keputusan Kepda Kantor Wilayah seperti tersebut pada ayat (2) khusus
mengenal sankg  tidak memberikan pelayanan, berlaku untuk instans Kehutanan
daerah.

Untuk hasil denda yang diperoleh sebagal akibat pengenaan sanks  dimasukan
sebaga penerima luran Hasl Hutan (IHH) dan disstor ke Bank Indonesia untuk
rekening penampungan luran Hasll Hutan (IHH).

Pasal 2
Pemegang Hak Perusthaan Hutan atau pemegang ljin Eksploitas yang terkena
sanks dapat memgukan tangggpan sdambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sgak diterbitkan Keputusan sanks, kepada Direktur jendera Pengusahaan
Hutan.
Atas tanggapan seperti pada ayat (1) Direktur Jenderal Pengusshaan Hutan
melakukan penilaian terhadap keberatan pengenaan sanks yang dimaksud.
Berdasarkan penilaan seperti tersébut pada ayat (1) Direktur Jendera
Pengusahaan Hutan dapat mengubah atau memperkuat Keputusan Kepada
Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Proping.
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BAB II
PENCABUTAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN

Pasal 3
Pencabutan Hak Pengusshaan Hutan yang sdanjutnya disngka HPH yang
dilakukan dengan peringatan diatur dengan ketentuan sebagal berikut:
a. peingatan diberikan sebanyak 3 (tiga) kdi berturut-turut dengan jangka
waktu setigp peringatan 30 (tiga puluh) hari;
b. peringatan seperti tersebut pada butir a diberikan oleh Direktur Jendera
Pengusahaan Hutan atas nama Menteri K ehutanan.
Pemegang HPH yang mendapatkan peringatan waib menanggapinya dengan
materi yang sesual dengan peringatannya diterimanya.
Jka tanggapan dari pemegang Hak Pengusahaan Hutan tidak dapat memberikan
penjdlasan yang depat diterima oleh Depatemen Kehutanan, meka tidak di
berikan peringatan berikutnya dan Hak Pengusahaan Hutan dapat dicabuit.

Pasal 4

Berdasarkan hasl penilaan aau bukti-bukti pemeriksaan lgpangan atau mddui
proses peringatan seperti tersebut pada pasd 3, Direktur Jenderd Pengusahaan
Hutan menggukan usul pencabutan Hak Pengusshaan Hutan kepada Menteri
Kehutanan.

Setelah  memperhaikan usul  Depatemen Kehutanan Pengusahaan  Hutan
seperti tersebut pada ayat (1) Menteri Kehutanan menetapkan Keputusan tentang
pencabutan Hak Pengusahaan Hutan yang bersangkutan.

Ddam hd-ha tersebut Menteri Kehutanan dapat meminta pertimbangan kepada
Pgabat Esdon | yang lan sebelum ditetgpkannya Keputusan Pencabutan HPH

yang bersangkutan.



Pasal 5
Sebagal akibat pencabutan Hak Pengusahaan Hutan seperti tersebut pada ayat (3)
meaka Direktur Jenderad Pengusahaan Hutan mengeatur lebih lanjut mengenai:
a kewgibatrkewgiban finandgd pemegang Hak Pengusshaan Hutan terhadap
pemerintah yang belum lunas,
b. pemanfaatan aset yang ada ddam Hak Pengusahaan Hutan;
c. ha-hd lan yang mash merupakan kewgiban dan tanggung jawab bekas
pemegang Hak Pengusahaan Hutan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Ha-hd yahng bdum di atur ddam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Departemen
K ehutanan Pengusahaan Hutan.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
291/K pts-11/1986 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8
Keputusan ini mulal berlaku sgjak tanggd ditentukan.

Ditetgpkan di : JAKARTA
padatanggal : 19 September 1989
MENTERI KEHUTANAAN,
Tanda tangan

Ir. HASJRUL HARAHAP



Sdinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
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Sdr. Sekretariat Jendera Departemen Kehutanan.

Sdr. Ingpektur Jenderal Departemen Kehutanan.

Sdr. Direktur Jenderad Lingkup Departemen K ehutanan.

Sdr. Kepaa Badan Pendlitian dan Pengembangan Kehutanan.

Sdr. Gubernur KHD Tk. | Sdluruh Indonesia

Sdr. Kepada Kantor Wilayah Depatemen Kehutanaan Proping
Indonesia

Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Dati | Seluruh Indonesia

Sdr. ParaKepala UPT Lingkup Departeren K ehutanan.

Sduruh



